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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama

dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Rawang Besar, 07 Maret 1995/umur 29

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  Wiraswasta,

tempat  tinggal  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Belanti, 09 Januari 1998/umur 26 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di Kab Ogan Komering Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024

yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan

register  perkara  Nomor  414/Pdt.G/2024/PA.Kag,  mengemukakan  dalil-dalil

sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019, Pemohon dan Termohon

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirah Pulau Padang,

Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor : 0015/015/I/2020, tertanggal 30 Desember 2019;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama

berpindah-  pindah  terkadang  di  rumah Pemohon dan  kadang  di  rumah

Pemohon  selama  1  tahun  1  bulan  hingga  berpisah  pada  tanggal  01

Februari 2021;

3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai 1 anak yang

bernama :Maryam Azzahra lahir 01 Januari 2021(dalam asuhan Pemohon)

usia 3 tahun;

4. Bahwa sejak Oktober 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon;

- Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

- Termohon  sering  menolak  ajakan  Pemohon  dalam  hal

nafkah batin;

- Termohon sering meminta pulang kerumah orang tuanya;

5. Bahwa,  Permasalahan  tersebut  terjadi  berawal  dari  terjadinya

perselisihan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  yang  mana  Termohon

meminta untuk pulang kerumah orang tuanya, akan tetapi Pemohon sudah

menjelaskan nanti saja pulangnya karena anak masih kecil dan Pemohon

merasa  khawatir,  kemudian  Termohon  masih  memaksa  untuk  pulang

kerumah orang tuanya,  akhirnya Pemohon memberikan  pilihan silahkan

pulang  jika  mau  pulang,  tapi  anak  tetap  tinggal  disini,  dan  ternyata

Termohon menyetujui, dan sejak itulah Termohon tidak pernah lagi kembali

kerumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon

telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang

tua  Pemohon  di  Desa  Rawang  Besar  sedangkan  Termohon  sekarang

bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Belanti dan sejak saat itu

pada tanggal  03 April  2024 sampai  dengan sekarang Pemohon dengan

Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Pemohon  untuk  mengajukan  Permohonan  ini  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
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Pemohon  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Kayuagung

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  Pemohon  mohon  kepada  Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (Hasan  Basri  bin  Rusli)  untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Fitri Indah Sari binti Jono) di

depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini  berkekuatan

hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Kehadiran Pihak 

Bahwa,  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon datang sendiri menghadap, sedangkan  Termohon tidak datang dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya

yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 18

April 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata

tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati

Pemohon agar  bersabar  dan mengurungkan niatnya untuk bercerai,  namun

ternyata  upaya  Majelis  tersebut  berhasil  dan  Pemohon menyatakan  akan

mencabut perkaranya;

Penutup

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari penetapan ini;

P E R T I M B A N G A N  H U K U M

Menimbang,  bahwa  maksud  permohonan  Pemohon sebagaimana

tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2024;
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Upaya Damai

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-

Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Jo.  Pasal  31  (1  dan  2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut

kembali permohonannya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah

berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan

sebelum perkaranya dijawab oleh  Termohon, sehingga tidak perlu mendapat

persetujuan  dari  Termohon serta  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip

keadilan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  pencabutan

permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan

setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam

bidang  perkawinan,  maka  berdasarkan  pasal  89  ayat  (1)  Undang–Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  Pasal  271  dan  272  RV.  dan  segala  peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut 

perkaranya;

2. Menyetakan perkara Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Kag, dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp1.170.000.00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Panutup
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Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami  M. Arqom Pamulutan,

S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H., dan Muhammad

Hira Hidayat, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  Paulina Devi,

S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis, 

 

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

  
Ari Ferdinansyah, S.H. Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Paulina Devi, S.H 
Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp.  150.000,00

3. Biaya  PNBP
Panggilan

: Rp. 20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp.  950.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp.  10.000,00

JUMLAH : Rp.  1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
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